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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen kas 

pemerintah pusat yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

kualitatif. Data penelitian berasal dari studi dokumentasi, pengamatan di lapangan dan 

wawancara.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen kas Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara dilakukan dengan manajemen penerimaan dan pembayaran, cash 
forecasting dan manajemen saldo kas. Secara keseluruhan implementasi manajemen kas 

pemerintah pusat belum mencapai tujuan yang diharapkan karena masih menemui 

beberapa kendala, diantaranya adalah perkiraan penarikan dana harian satker belum 
akurat, terjadi keterlambatan penundaan tranfer dana dari Bank Operasional I ke rekening 

yang berhak, dan belum tersedianya sistem berbasis teknologi informasi yang baik untuk 

menunjang pengelolaan kelebihan kas.  
 

Kata kunci :  Manajemen Kas, manajemen penerimaan dan pembayaran, cash 

forecasting, manajemen  saldo kas, pemerintah pusat 

 

 

1. LATAR BELAKANG  

Kas merupakan hal yang pokok bagi entitas bisnis maupun entitas publik/instansi 

pemerintah, sesuai dengan salah satu prinsip manajemen keuangan, cash is the king. Kas 

merupakan salah satu variabel dalam pengambilan keputusan terkait keuangan bagi suatu 

entitas. Semakin banyak kas yang dimiliki, maka akan semakin mudah bagi entitas 

tersebut untuk menentukan keputusan strategis terkait keuangan. Oleh karena itulah, 

kemampuan tiap entitas untuk mengelola dan menyediakan kas menjadi sangat penting. 

Manajemen kas (cash management) di sektor pemerintahan masih kurang 

mendapatkan perhatian, baik oleh pemerintah sendiri, akademisi serta pihak terkait 

lainnya, jika dibandingkan dengan manajemen hutang (debt management). Mungkin hal ini 

dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh manajemen kas lebih bersifat jangka pendek 

dan dapat diperbaiki jika dibandingkan dengan manajemen hutang yang dapat memberikan 

dampak besar terhadap perekonomian dalam jangka panjang (William, 2004a). 

Praktik manajemen kas di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era orde baru 

belum dilaksanakan dengan baik, sebagaimana yang terjadi pada negara berkembang 
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lainnya. Manajemen kas pada negara berkembang masih berfokus kepada pengendalian 

terhadap pengeluaran anggaran, belum memperhatikan faktor-faktor seperti, (1) banyaknya 

rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola keuangan, (2) pembayaran 

masih berdasarkan cek dan kas, (3) besarnya kas yang mengambang, (4) kas menganggur 

yang mendapatkan sedikit bunga atau tidak mendapatkan bunga sama sekali dari bank 

tempat menyimpan kas tersebut (Storkey, 2003). 

Terkait dengan kas yang menganggur, pada bulan Agustus 2011 Menteri Keuangan 

mengatakan bahwa uang kas pemerintah yang menganggur di Bank Indonesia sekitar 

Rp.200 triliun, yang berasal dari pagu anggaran kementerian dan lembaga, dana SAL (sisa 

anggaran lebih), serta penyiapan pembiayaan tetapi belum diserap kementerian dan 

lembaga (Latif.2011). Seharusnya dengan manajemen kas yang baik, uang yang 

menganggur ini dapat digunakan semaksimal mungkin ke dalam bentuk instrumen 

investasi jangka pendek tertentu yang dapat menghasilkan imbal balik yang sesuai bagi 

pemerintah sehingga pemerintah dapat meminimalisir opportunity cost atas uang kas yang 

menganggur ini. 

2.  METODE PENELITIAN 

2.1. Jenis Penelitian 

Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus 

pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Kementerian Keuangan, karena pendekatan kualitatif deskriptif dinilai dapat memberikan 

hasil yang maksimal dari tujuan penelitian yang hendak dicapai. Peneliti meneliti 

implementasi manajemen kas oleh pemerintah pusat khususnya Dit. PKN dan 

membandingkan serta mengevaluasi dengan teori terkait manajemen kas pemerintah.  

2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah 

observasi, partisipasi pasif dan wawancara untuk mendapatkan data primer serta analisis 

dokumen untuk mendapatkan data sekunder.  

2.3.  Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut : 

1. Mengumpulkan informasi profil Dit.PKN seperti latar belakang, visi dan misi, struktur 

organisasi, tugas pokok dan fungsi, dsb. 

2. Mengumpulkan data terkait implementasi manajemen kas yang dilakukan oleh Dit. 

PKN sebagai berikut : 

a. Melakukan pengamatan terhadap implementasi manajemen kas yang dilakukan 

Dit.PKN, yaitu : 

1) Melakukan pengamatan terhadap rekening pemerintah. 

2) Melakukan pengamatan terhadap perencanaan kas. 

3) Melakukan pengamatan terhadap saldo kas di Bank Sentral dan perlakuan 

terhadap saldo tersebut. 
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4) Melakukan pengamatan terhadap pemanfaatan sistem perbankan untuk 

manajemen kas. 

b. Melakukan wawancara dengan karyawan/dan atau pejabat yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi terkait dengan manajemen kas untuk memperkuat dan 

menambah informasi/data yang diperoleh dari hasil pengamatan. 

c. Mengumpulkan dokumen terkait implementasi manajemen kas, seperti peraturan, 

naskah perjanjian dll. 

3. Membandingkan data implementasi manajemen kas oleh Dit. PKN dengan teori 

manajemen kas pemerintah yang ada. 

4. Menginventarisir kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi manajemen kas. 

 

3.   PEMBAHASAN 

3.1 Tujuan Manajemen Kas dan Implementasi Manajemen Kas Pemerintah Pusat 

Mu (2006) mengatakan bahwa manajemen kas yang efektif harus memperoleh 

tujuan-tujuan berikut : 

1. Menyediakan dana secara tepat waktu bagi pengeluaran dan hutang pemerintah saat 

diperlukan. 

2. Menghindari keperluan untuk memegang saldo kas secara substansial pada sistem 

perbankan dan biaya eksplisit dan implisit yang melekat melalui ketepatan waktu 

dalam memutuskan pengeluaran, pengumpulan pendapatan yang cepat, dan ramalan 

aliran kas yang tepat. 

3. Mendapatkan pengembalian yang lebih baik dengan menginvestasikan saldo kas 

menganggur. 

4. Mengurangi dan mengontrol berbagai macam resiko, seperti pembiayaan kembali, 

kredit, dan risiko pasar. 

Lebih lanjut Mu (2006) mengatakan bahwa manajemen kas pemerintah yang efektif 

dibangun dengan tiga pondasi, yaitu manajemen penerimaan dan pembayaran pemerintah, 

perencanaan aliran kas dan manajemen saldo kas pemerintah. Penulis menghubungkan 

tiga pondasi ini dengan tujuan manajemen kas secara umum dan implementasi kas yang 

diterapkan oleh Dit.PKN (Gambar 3.1) dengan rincian sebagai berikut :  

1. Guna mempercepat penyetoran penerimaan negara ke kas negara dan 

pembayaran/pengeluaran secara tepat waktu, Dit. PKN melakukan manajemen 

penerimaan dan pembayaran dengan melaksanakan Treasury Single Account (TSA), 

menerapkan Modul Penerimaan Negara (MPN), dan sistem perbankan untuk 

mengontrol saldo yang ada di Bank Indonesia yang dinamakan Bank Indonesia 

Government electric Banking (BIG-eB). 

2. Untuk menyediaan jumlah dana pelaksanaan kegiatan operational pemerintahan, 

Dit.PKN menerapkan cash forecasting. Bendahara Umum Negara bersama dengan 

Kementerian/Lembaga sampai ke satuan kerja di daerah telah melaksanakan 
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perencanaan penarikan dan penyetoran kas yang dilakukan secara berkala, yaitu 

harian, mingguan dan bulanan. 

3. Manajemen terhadap saldo kas dilakukan untuk meminimalisir kas yang “menganggur” 

dengan mengelola kelebihan saldo kas yang ada di Bank Indonesia, melakukan 

Treasury Notional Pooling, serta pengelolaan terhadap rekening pemerintah lainnya. 

3.2. Tahapan Reformasi Manajemen Kas Dan Implementasi Manajemen Kas 

Pemerintah Pusat 

Lienert (2009) mengemukakan empat tahapan dalam mereformasi manajemen kas 

pemerintah. Tahap pertama terkait hal-hal pokok. Menurut penulis, pemerintah pusat telah 

melewati tahapan ini. Tahap ke dua adalah mempersiapkan perencanaan kas dan 

mengembangkan kemampuan manejemen kas. Tahap ke tiga yaitu melewati Prasyarat dan 

perencanaan kas dasar. Mengenalkan manajemen kas harian aktif merupakan tahap yang 

terakhir. Manajemen kas yang dilakukan oleh pemerintah pusat jika ditandingkan dengan 

tahapan ini, maka masih berada pada tahap ketiga. Kegiatan pada tahapan ke empat belum 

dapat dilaksanakan karena kendala-kendala tersendiri. seperti pembentukan “sweeping” 

saldo bank harian belum dapat dilaksanakan karena kendala sistem perbankan. Proyeksi 

aliran kas masih belum berjalan optimal, pemerintah belum menjalankan active model 

dalam pengelolaan surplus saldo di bank sentral untuk melakukan penempatan sekuritas 

jangka pendek oleh perbendaharaan. Maka dari itu jika ditandingkan dengan tahapan ini, 

reformasi manajemen kas yang dilakukan oleh pemerintah pusat belum maksimal.  

3.3 Manajemen Penerimaan dan Pembayaran.  

Untuk menata dan mempercepat penerimaan negara, Kementerian Keuangan 

membentuk suatu Modul Penerimaan Negara (MPN) yang memuat serangkaian prosedur 

mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Ruang lingkup MPN 

meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, pengembalian belanja 

dan penerimaan perhitungan fihak ketiga yang disetor oleh perorangan/badan dan/atau 

bendahara melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/ Pos Persepsi dan penerimaan yang 

berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibukukan oleh KPPN. 

Treasury Single Account (TSA) adalah pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

negara melalui satu rekening. Implementasi TSA menuntut untuk mengkonsolidasikan 

rekening pemerintah ke dalam satu atau beberapa rekening pada bank sentral dan 

penerapan zero balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI. Pelaksanaan TSA 

pemerintah pusat terdiri dari TSA Pengeluaran dan TSA Penerimaan yang diterapkan 

secara bertahap. Pelaksanaan TSA pengeluaran mulai dilakukan dengan diterbitkannya 

Peraturan Ditjen Perbendaharaan nomor per-59/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA. TSA penerimaan 

mulai dilaksanakan oleh pemerintah pusat tahun 2008, tepatnya setelah dikeluarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2008 tentang pelaksanaan Uji Coba 
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Pelimpahan Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Pada 

Hari Kerja Berikutnya. Penerapan TSA penerimaan penuh mulai dilakukan dengan 

dikeluarkannya PMK nomor 116/PMK.05/2009 tentang pelaksanaan uji coba rekening 

penerimaan kantor pelayanan perbendaharaan negara bersaldo nihil dalam rangka 

penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Nomor Per-30/PB/2009 tentang petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan 

KPPN Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA. 

Dalam menjawab tantangan bahwa negara berkembang tidak menggunakan fasilitas  

perbankan secara optimal dalam menerapkan manajemen kas, Dit.PKN menggunakan 

suatu sistem perbankan yang dinamakan Bank Indonesia Government Electronic Banking 

(BIG-eB). BiG-eB merupakan sistem layanan sebagai media pendukung pelaksanaan TSA 

untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi secara elektronik dan online atas 

rekening pemerintah yang berada di BI. BIG-eB ini ditujukan untuk memonitoring dan 

transaksi atas dana pemerintah yang berada di BI. BIG-eB merupakan pengembangan 

metode transaksi dan informasi yang berbasis teknologi sebagai perubahan atas metode 

transaksi yang sebelumnya melalui Bilyet Giro/Check dan perolehan informasi melalui 

rekening koran. 

3.4.  Perencanaan kas 

Menteri/Piminan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) diwajibkan 

membuat rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan 

membuat perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana berdasarkan 

rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut yang disampaikan kepada BUN/Kuasa BUN 

sebagai CFO untuk penyusunan perencanaan kas. Penyusunan perkiraan penarikan dana 

dan/atau perkiraan penyetoran dana ini didelegasikan kepada para Kepala Kantor/Kepala 

Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Kementerian 

Negara/Lembaga. Perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana yang 

dilakukan oleh Satuan Kerja ini disampaikan kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah, 

di wilayah kerja masing-masing satker tersebut. Perkiraan penarikan dana dibuat secara 

periodik yaitu bulanan, mingguan dan harian sedangkan perkiraan penyetoran dana dibuat 

secarara periodik bulanan dan mingguan. Ruang lingkup perencanaan kas meliputi 

perencanaan penerimaan negara, perencanaan pengeluaran negara, dan perencanaan saldo 

RKUN yang dilakukan secara periodik dalam rangka pelaksanaan APBN.  

3.5. Manajemen Saldo Kas Pemerintah Pusat  

Treasury Notional Pooling  (TNP) adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui 

posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran, bendahara 

penerimaan dan rekening lainnya yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum 

yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. Pelaksanaan 

TNP memungkinkan pemerintah untuk dapat memonitor seluruh rekening bendahara 

pengeluaran, bendahara penerimaan dan rekening lainnya, memantau jumlah uang yang 
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ada pada rekening tersebut secara aktual, dan memperoleh pendapatan bunga yang cukup 

baik. Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pejabat pengelola rekening 

lainnya hanya diperkenankan melakukan penarikan uang dari rekening bendahara 

pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional bank umum, tidak 

diperkenankan melakukan penarikan uang dari rekening bendahara pengeluaran diluar 

jam operasional bank umum.  

Pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat diatur dalam PMK 

nomor 03/PMK.05/2010. Pengelolaan Kelebihan Kas dapat dilakukan kedalam beberapa 

jenis investasi, yaitu penempatan uang negara pada Bank Sentral. Penempatan Uang 

Negara pada Bank Umum, Pembelian Surat Berharga Negara dari pasar Sekunder, Reserve 

Repurchase Agreement. Pada tanggal 30 Januari 2009 dibuat suatu kesepakatan antara 

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai remunerasi saldo kas di Bank 

Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan 

Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009, Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 tentang 

Koordinasi Pengelolaan Uang Negara. Penempatan uang negara di Bank Umum dilakukan 

dalam bentuk Overnight, Deposit on call, dan Time Deposit. Remunerasi penempatan uang 

negara di bank umum menggunakan acuan (benchmark) tingkat bunga pasar.  Kuasa BUN 

pusat dapat membeli Surat Utang Negara dan SBSN pada pasar sekunder yang 

mempertimbangkan tingkat coupon SBN, tingkat yield SBN, Seri penerbitan SBN, tanggal 

jatuh tempo SBN, ekonomi makro. Reserve Repurchase Agreement adalah transaksi beli 

SBN dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 

ini berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat antara Direktur Jenderal 

Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dan pihak yang mengikuti program Reserve 

Repurchase Agreement tersebut. Pengelolaan kekurangan kas dilakukan dengan menarik 

uang dari rekening penempatan pada bank sentral, melakukan penarikan dari rekening 

penempatan pada bank umum dengan berpedoman ada perjanjian pelaksanaan 

penempatan Uang Negara pada Bank Umum, menjual SBN dalam rangka pengelolaan kas 

di pasar sekunder dengan memperhatikan tingkat yield SBN dan ekonomi makro serta 

diupayakan tidak menimbulkan adanya kerugian, melakukan Repurchase Agreemen, yaitu 

transaksi jual SBN dengan janji kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, dan 

menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara di pasar perdana. 

 Manajemen kas pemerintah yang baik menuntut pengelolaan atas rekening 

pemerintah. Pemerintah dituntut untuk tidak memiliki banyak rekening yang tidak 

dilaporkan dan tidak efisien. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2004 

s.d. 2006 terdapat 4.643 rekening pemerintah di seluruh Kementerian/lembaga dengan 

nilai Rp.32.351.621.689,- yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) (Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 2009). Untuk menjawab hal tersebut, Kementerian Keuangan 

telah melakukan langkah-langkah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian 
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Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.05/2007 tentang 

Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada 

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja.  

3.6. Analisis Terperinci Implementasi Manajemen Kas Pemerintah Pusat 

 Pada bagian ini penulis akan menganalisis kendala-kendala yang terjadi secara 

terperinci terhadap implementasi manajemen kas pemerintah. 

3.6.1 Manajemen Penerimaan dan Pembayaran 

1. Manajemen Penerimaan 

Untuk menata dan mempercepat masuknya penerimaan negara, pemerintah telah 

membentuk sebuah sistem penerimaan negara yaitu Modul Penerimaan Negara (MPN). 

Langkah yang dilakukan oleh Dit.PKN membentuk MPN ini dapat dinilai baik dan 

efektif. Wajib bayar/setor diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajibannya. 

Wajib bayar/setor dapat melakukan pembayaran dengan langsung melalui loket di 

bank atau menggunakan fasilitas e-banking yang disediakan oleh masing-masing bank 

persepsi. Penerimaan negara dapat ditatausahakan dengan baik dengan adanya modul 

pelaporan penerimaan negara yang tiap harinya dibuat dan dilaporkan oleh bank 

persepsi/devisap persepsi/pos persepsi kepada KPPN. 

Pada awal pelaksanaannya, MPN dinilai hanya mempercepat penerimaan negara dari 

wajib bayar/setor ke rekening pada bank persepsi. Penerimaan negara belum langsung 

masuk ke kas negara di Bank Indonesia pada hari itu juga. Pelimpahan penerimaan 

negara dari rekening Bank Persepsi ke rekening Bank Indonesia masih dilakukan 

secara berkala yaitu setiap hari Jumat. Namun begitu, kelak penerapan Modul 

Penerimaan Negara ini sangat membantu implementasi TSA secara penuh, dimana 

penerimaan negara yang diterima dari Bank Persepsi langsung dilimpahkan ke 

rekening negara pada Bank Indonesia pada setiap akhir hari kerja. 

2. Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA). 

a. TSA Pengeluaran 

Pelaksanaan TSA pengeluaran pemerintah pusat dapat dijelaskan dalam bagan alir 

seperti pada gambar 3.2. Penerapan TSA pengeluaran ini masih menemui beberapa 

kendala sebagai berikut : 

1) RPK BUN P sering kehabisan dana yang disebabkan oleh : 

a) KPPN tidak mengirimkan Permintaan Kebutuhan Dana kepada Dit.PKN 

tetapi menerbitkan SP2D. 

b) KPPN mengirimkan Permintaan Kebutuhan Dana tetapi terlambat/tidak 

diterima Dit.PKN. 

c) KPPN menerbitkan SP2D dengan nilai melebihi Permintaan Kebutuhan 

Dana. 
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d) BO I menarik dana dari RPK BUN P sebelum menerima SP2D. 

e) BO I menarik dana dari RPK BUN P melebihi SP2D yang diterima dari 

KPPN. 

f) Time frame permintaan kebutuhan dana dan penerbitan SP2D tidak 

diatur dengan baik. 

2) Sering terjadi peningkatan saldo RPK BUN P pada sore hari, karena: 

a) BO I menarik dana melebihi SP2D sehingga sisanya dilimpahkan ke RPK 

BUN P pada sore hari. 

b) BO I menarik dana RPK BUN P untuk mengamankan dana yang belum 

tentu digunakan, pada sore hari diserahkan ke RPK BUN P. 

3) Kemungkinan terjadi keterlambatan penundaan transfer dana ke rekening 

yang berhak, karena :  

a) KPPN menyerahkan SP2D ke BO I setelah jam 15.00 WIB. 

b) BO I mendebet RPK BUN P akan tetapi rekening yang berhak belum 

dikredit karena melampaui window time RTGS BI. 

Dit.PKN telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi kendala-kendala dan 

permasalahan dengan menyusun ketentuan dengan prinsip-prinsip bagi setiap 

jenjang eselon dalam DJPb yang terkait TSA pengeluaran ini sebagai berikut : 

1) Travel The Road 

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam pengiriman 

Permintaan Kebutuhan Dana, semua unit terkait diharapkan dapat 

menerapkan aturan-aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

dan terkendali. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala KPPN harus 

mengetahui apakah Permintaan Kebutuhan Dana dan Realisasi SP2D 

telah/masuk sistem yang ada di Dit.PKN. Berdasarkan informasi tersebut, 

Kepala KPPN menerbitkan SP2D. Kepala Kanwil DJPb wajib memonitor  

seluruh KPPN di wilayah kerjanya. 

2) KPPN 

a) Ask as you need. 

KPPN harus mengajukan Permintaan Kebutuhan Dana ke Dit. PKN sesuai 

kebutuhan. 

b) Use as you have. 

KPPN wajib memperhatikan Permintaan Kebutuhan Dana yang telah 

diajukan ke Dit.PKN dalam menerbitkan SP2D. KPPN wajib menyesuaikan 

penerbitan SP2D dengan jumlah Permintaan Kebutuhan Dana. 

c) Follow the time frame. 

KPPN wajib mematuhi waktu yang telah ditentukan, dalam rangka 

menyampaikan Permintaan Kebutuhan Dana ke Dit. PKN dan pengiriman 

SP2D ke BO I. 

d) Have a look at dashboard. 
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KPPN wajib memonitor untuk memastikan bahwa pengiriman Permintaan 

kebutuhan Dana dan data Realisasi telah diterima Dit. PKN dengan 

melihat web DJPb. 

3) Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

a) Know your KPPN 

Kanwil DJPb wajib mengetahui kinerja seluruh KPPN di wilayah kerjanya, 

baik dalam hal pengiriman Permintaan Kebutuhan Dana maupun data 

Realisasi Penerbitan SP2D. 

b) Help them as they ask 

Kanwil DJPb wajib membantu KPPN apabila terjadi kendala pada KPPN 

baik yang gagal/tidak bisa mengirimkan Permintaan Kebutuhan Dana dan 

data Realisasi perbitan SP2D ke Dit.PKN, sehingga pengiriman data dapat 

diteruskan oleh Kanwil DJPb ke Dit PKN sesuai ketentuan.  

c) Have a look dashboard 

Kanwil DJPb wajib memonitor untuk memastikan bahwa pengiriman 

Permintaan Kebutuhan Dana dan data realisasi SP2D telah diterima 

Dit.PKN. 

4) Dit PKN  

Dit. PKN menjamin ketersediaan dana untuk memenuhi Permintaan 

Kebutuhan dana senilai yang diajukan oleh KPPN. 

Beberapa kendala yang terjadi berasal dari instansi vertikal Dit. PKN sendiri 

ataupun dari bank operasional yang menjadi mitra dalam pelaksanaan TSA 

pengeluaran ini.  Penerapan TSA bertujuan untuk mencapai tujuan manajemen 

kas pemerintah pusat dalam hal mempercepat penyetoran penerimaan negara ke 

kas negara dan pembayaran/pengeluaran secara tepat waktu. Dengan adanya 

kendala tersebut, jelas tujuan ini belum dapat tercapai. Bahkan dengan beberapa 

kendala yang dihadapi dalam TSA pengeluaran ini, seperti RPK BUN P sering 

kehabisan dana dan kemungkinan terjadi keterlambatan penundaan transfer dana 

ke rekening yang berhak, dapat menggagalkan pencapaian tujuan manajemen kas 

lainnya yaitu menyediakan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan 

kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan investasi. 

Dit.PKN telah melakukan beberapa langkah strategis, seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, yang diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang 

terjadi. Namun demikian, kebijakan tersebut terbatas hanya kepada instansi 

vertikal di bawahnya. Tidak terdapat langkah strategis untuk menghadapi kendala 

yang terkait dengan Bank Operasional. Melihat kendala yang terjadi, terdapat 

permasalahan yang dilakukan atau terkait pihak Bank Operasional, seperti 

kemungkinan terjadi keterlambatan penundaan transfer dana ke rekening yang 

berhak. Maka sebaiknya Dit. PKN juga mengambil langkah strategis untuk 

mengatasi permasalahan terkait bank operasional.  
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b TSA Penerimaan  

Pelaksanaan TSA penerimaan pemerintah pusat dapat digambarkan dalam gambar 

3.3. Dit. PKN tidak banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaan TSA 

penerimaan. Kendala yang kadang terjadi adalah Bank Persepsi terlambat dalam 

melimpahkan penerimaan ke rekening kas negara di BI. Keterlambatan ini 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti Bank Persepsi melebihi batas cutoff BI 

dalam melimpahkan penerimaan negara sehingga pelimpahan gagal terjadi, 

ataupun kesalahan dari pihak bank sendiri seperti terjadi gangguan teknis pada 

sistem perbankan sehingga terjadi keterlambatan pelimpahan. 

Pelimpahan bank persepsi melebihi batas cutoff BI ini dapat meyebabkan tidak 

akuratnya laporan saldo kas yang dibuat oleh KPPN tiap harinya jika dibandingkan 

dengan saldo di Bank Indonesia. Hal ini terjadi karena bank persepsi telah merasa 

berhasil melakukan pelimpahan penerimaan negara kepada Bank Indonesia, 

namun karena telah melebihi cutoff, pelimpahan tersebut dicatat sebagai 

pelimpahan hari berikutnya oleh Bank Indonesia. KPPN membukukan penerimaan 

dan pelimpahan berdasarkan LHP yang diterima dari Bank Persepsi, tanpa 

melakukan pengecekan dengan nota/kredit/cofirmation advice dari Bank 

Indonesia. Hal ini dilakukan karena dalam kenyataannya Bank Indonesia tidak 

langsung mengirimkan nota kredit/Confirmation Advice ke KPPN pada hari itu 

juga, sehingga KPPN melaporkan saldo kas sesuai dengan yang dilaporkan oleh 

Bank Operasional pada LHP. Bank Indonesia mengirimkan nota 

kredit/Confirmation Advice ke KPPN pada hari kerja berikutnya bahkan beberapa 

hari kerja berikutnya. KPPN melakukan pencocokan dengan LHP yang diterima 

dari Bank Operasional setelah menerima nota/kredit/cofirmation advice dari Bank 

Indonesia, pada saat inilah diketahui bahwa terjadi keterlambatan pelimpahan dan 

ketidakakuratan laporan kas yang dibuat KPPN.  

3.  BIG-eB 

Bank Indonesia Government–electronic Banking diciptakan untuk memfasilitasi 

pelaksanaan TSA, sehingga Bendahara Umum Negara dapat memonitoring dan 

melakukan transaksi atas dana pemerintah yang berada di BI. Penciptaan BIG-eB ini 

merupakan terobosan bagi DJPb dalam penggunaan teknologi informasi guna 

mendukung pelaksanaan tugas pengeloaan kas. Namun penggunaan BIG-eB ini masih 

terbatas pada fitur yang bersifat informasional, sedangkan fitur yang bersifat 

transaktional, belum dilaksanakan karena membutuhkan kesiapan infrastuktur 

pendukung dan pengujian terhadap tingkat keamanan transaksinya. Dalam rangka 

optimalisasi pengelolaan kas, sebaiknya Dit.PKN dengan segera menyiapkan 

infrastruktur pendukung dan pengujian tingkat keamanan transaksi dalam 

pelaksanaan BIG-eB ini, sehingga dapat melakukan transaksi atas saldo di BI dengan 

dengan BIG-eB. 



11 
 

 
 

3.6.2. Perencanaan Kas 

Perencanaan kas yang dilakukan Dit. PKN, dapat digambarkan bagan alur 

perencanaan kas pemerintah pusat pada gambar 3.4. Beberapa permasalahan yang ditemui 

oleh Dit.PKN dalam pelaksanaan perencanaan kas ini antara lain :  

1. Tidak akuratnya Perkiraan Penarikan Dana Harian yang dilakukan oleh satker. Satker 

mengajukan Perkiraan Penarikan Dana Harian lebih besar dari realisasi karena 

khawatir tidak terdapat dana atas kegiatan yang akan dilakukan, atau kegiatan yang 

tidak direalisasikan pada hari tersebut. Perkiraan Dana Harian lebih kecil dari 

pengajuan SPM, karena terdapat pengajuan SPM yang tidak direncanakan pada 

minggu sebelumnya. 

2. Satker terlambat dalam mengajukan Perkiraan Penarikan Dana Harian sesuai dengan 

hari yang telah ditentukan karena beberapa faktor, seperti jarak antara lokasi satker 

dengan KPPN, tidak tersedianya koneksi internet untuk mempermudah pengiriman 

Perkiraan Penarikan Dana Harian dsb. 

3. Kurangnya pemahaman satker atas pelaksanaan Perkiraan Penarikan Dana Harian ini 

yang disebabkan kualitas SDM yang ada pada satker tersebut. 

4. Kurangnya pemahaman satker atas pentingnya perencanaan kas, sehingga satker 

kurang perduli terhadap pelaksanaan perkiraan penarikan dana ini. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dit.PKN beserta Kanwil DJPb dan KPPN 

telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada satker agar dapat 

melaksanakan perencanaan kas dengan baik, terutama kepada satker yang dinilai 

belum baik dalam hal perencanaan kas ini. 

2. Memberikan sanksi kepada satker yang tidak juga berkontribusi positif terhadap 

perencanaan kas ini walaupun belum ada aturan tertentu yang mengatur tentang 

sanksi terhadap pelaksanaan perencanaan kas ini. 

Implementasi perencanaan kas Dit.PKN dapat dinilai baik hanya sebatas peraturan 

dan kerangka pelaksanaan, namun belum baik dalam pelaksanaannya. Melihat kendala 

yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah satker. 

Tidak mudah memang untuk memberikan pemahaman terkait perkiraan kas, suatu hal 

yang baru, kepada semua satker, yang berjumlah hingga ratusan satker tiap KPPN, dengan 

latar belakang sumber daya manusia yang berbeda. Namun hal ini justru merupakan 

tantangan tersendiri bagi Dit.PKN dan instansi vertikalnya dalam pelaksanaan perencanaan 

kas ini. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada satker untuk 

mengatasi kendala yang terjadi, terutama kepada satker yang dinilai belum baik dalam hal 

perencanaan kas serta memberikan sanksi kepada satker yang tidak juga berkontribusi 

positif terhadap perencanaan kas walaupun belum ada aturan tertentu yang mengatur 

tentang sanksi terhadap pelaksanaan perencanaan kas, dinilai merupakan langkah yang 

tepat. Satker yang belum melaksanakan perencanaan kas yang baik perlu dibimbing secara 

intensif, diberikan pengarahan serta pemahaman terkait pentingnya manajemen kas.  
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3.6.3. Manajemen Saldo Kas Pemerintah Pusat 

1.  Treasury Notional Pooling 

Penerapan TNP ini merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh Dit. PKN dalam hal 

mendapatkan remunerasi atas saldo yang berada di luar saldo rekening RKUN, 

khususnya pada rekening bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan 

rekening lainnya. Menghadapi kendala bahwa belum dapat dilakukan 

pemindahbukuan semua saldo pemerintah ke RKUN setiap harinya dalam rangka 

pelaksanaan TSA dan untuk mendapatkan remunerasi atas saldo rekening tersebut, 

maka Dit.PKN tetap mengupayakan remunerasi atas saldo yang mengendap pada 

ketiga jenis rekening tersebut yang berada pada bank umum. Dalam penerapannya 

tidak terdapat masalah yang signifikan. Saldo atas ketiga jenis rekening tersebut tetap 

dapat diketahui tanpa proses pemindahbukuan dan hasil remunerasi atau jasa giro 

atas saldo tersebut dapat diraih, sehingga langkah yang diambil tersebut dinilai telah 

baik.  

2.  Pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas 

Mu (2006) menyebutkan bahwa terdapat dua model manajemen atas saldo kas 

pemerintah, yaitu Simple Model dan Active model. Simple model yaitu dengan cara 

melakukan penempatan atas kelebihan saldo pada Rekening Kas Umum Negara 

sedangkan active model yaitu dengan cara menginvestasikan kelebihan kas secara aktif 

dengan memilih alat investasi tertentu. Bila melihat dari pengelolaan kelebihan kas 

yang dilakukan oleh Dit.PKN, maka dapat disimpulkan bahwa Dit.PKN menerapkan 

kombinasi simple model dan active model. Namun aktive model yang digunakan masih 

terbatas pada pilihan reserve repo atau pembelian SBN dari pasar sekunder.  

3 Pengelolaan rekening pemerintah lainnya 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan rekening pemerintah lainnya 

merupakan langkah yang tepat. Tidak hanya baik dalam hal mencegah terjadinya 

penyimpangan seperti yang disampaikan oleh BPK, namun juga baik dalam hal 

efisiensi dan kemudahan dalam melakukan kontrol jika dilihat dari kacamata 

manajemen kas.   

 

4. PENUTUP 

4.1.    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi 

manajemen kas Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Dit. PKN adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen penerimaan dan pembayaran, dengan melaksanakan Treasury Single  

Account (TSA), Modul Penerimaan Negara, dan Bank Indonesia Government electronik 

Banking (BIG-eB). 

2. Cash Forecasting (perencanaan kas), dengan melaksanakan perencanaan penarikan 

dan penerimaan dana dari tingkat pusat Kementerian/Lembaga hingga ke satuan kerja 

di daerah. 
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3. Manajemen Saldo Kas, dengan melaksanakan pengelolaan surplus saldo di Bank 

Indonesia, Treasury Notional Pooling (TNP) dan pengelolaan rekening pemerintah 

lainnya. 

Implementasi manajemen kas pemerintah pusat yang dilakukan oleh Dit. PKN 

belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan karena masih menemui beberapa 

kendala sebagai berikut : 

1. Pada pelaksanaan TSA pengeluaran RPK-BUN-P sering kehabisan dana, sering terjadi 

peningkatan saldo RPK-BUN-P pada sore hari, dan kemungkinan terjadi keterlambatan 

penundaan transfer dana ke rekening yang berhak. Pada pelaksanaan TSA 

penerimaan, Bank Persepsi terlambat dalam melimpahkan penerimaan ke rekening kas 

negara di BI yang dapat mengakibatkan tidak akuratnya laporan saldo kas yang dibuat 

oleh KPPN. 

2. Penggunaan BIG-eB masih terbatas pada fitur yang bersifat informasional, sedangkan 

fitur yang bersifat transaksional, meskipun sudah siap digunakan namun belum 

dilaksanakan karena membutuhkan kesiapan infrastuktur pendukung dan pengujian 

terhadap tingkat keamanan transaksinya. 

3. Pada pelaksanaan perencanaan kas ditemui kendala tidak akuratnya Perkiraan 

Penarikan Dana Harian yang dilakukan oleh satker, satker terlambat dalam 

mengajukan Perkiraan Penarikan Dana Harian sesuai dengan hari yang telah 

ditentukan, kurangnya pemahaman satker atas pentingnya perencanaan kas, 

Kurangnya pemahaman satker atas pelaksanaan Perkiraan Penarikan Dana Harian ini 

yang disebabkan kualitas SDM yang ada pada satker tersebut. 

4.2. Keterbatasan Penelitian 

  Penulis membatasi penelitian mengenai implimentasi manajemen kas pemerintah 

pusat yang dilakukan oleh Dit. PKN DJPb Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, 

manajemen kas pemerintah pusat tidak hanya dilakukan oleh Dit. PKN DJPb, tetapi juga 

melibatkan unit lainnya pada Kementerian Keuangan. Penulis juga tidak melakukan 

penelitian mengenai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang pada saat 

penelitian masih dalam tahap penyempurnaan, dimana pada tahun 2014 yang akan datang 

manajemen kas pemerintah pusat diterapkan menggunakan Sistem Perbendaharaan dan 

Anggaran Negara ini. Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan analisis dokumentasi. Penulis tidak menyertakan teknik survey 

dalam pengumpulan data sehingga dimungkinkan adanya informasi yang tidak didapat 

dikarenakan hanya menerapkan ketiga teknik pengumpulan data tersebut. Wawancara 

dilakukan terhadap staf pelaksana pada Dit. PKN sehingga informasi yang diperoleh hanya 

terbatas pada manajeman kas yang telah dilaksanakan sedangkan informasi mengenai 

langkah strategis yang akan diterapkan dimasa yang akan datang terkait manajemen kas 

tidak didapat.  
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4.3.  Saran 

Dit.PKN masih menemui banyak kendala pada manajemen Penerimaan dan 

Pembayaran. Untuk itu sebaiknya Dit.PKN melakukan koordinasi secara terus menerus 

dengan  instansi vertikal di bawahnya dan Bank Operasional terkait kendala yang dihadapi 

pada pelaksanaan TSA pengeluaran dan penerimaan, serta dengan Bank Indonesia agar 

nota kredit/confirmatioan dapat dikirimkan secara reguler setiap hari oleh Bank Indonesia 

kepada KPPN, sehingga KPPN dapat dengan segera melakukan cross check antara LHP dari 

Bank Operasional dengan nota kredit/confirmation dari Bank Indonesia untuk mengatasi 

kemungkinan tidak akuratnya laporan saldo kas yang dibuat oleh KPPN akibat 

keterlambatan pelimpahan penerimaan negara yang dilakukan oleh bank persepsi. Dit.PKN 

sebaiknya dengan segera menyiapkan infrastruktur pendukung dan pengujian tingkat 

keamanan transaksi dalam pelaksanaan BIG-eB, sehingga dapat melakukan transaksi atas 

saldo di BI dengan BIG-eB. 

Guna mencapai perencanaan kas yang efektif, DJPb selaku unit eselon I Dit.PKN 

sebaiknya membuat aturan yang pasti dan tegas terkait sanksi yang diberikan apabila 

satker tidak menjalankan perencanaan kas dengan baik dan jika perlu diberikan 

penghargaan bagi satker yang berprestasi dalam perencanaan kas ini, serta terus menerus 

melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada satker untuk mengatasi kendala yang terjadi, 

terutama kepada satker yang dinilai belum baik dalam hal perencanaan kas. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dit. PKN pada Manajemen Saldo Kas yaitu 

mengupayakan saldo pada rekening bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan 

rekening lainnya di bank umum, berada pada rekening di bank sentral tiap akhir harinya 

dengan mempertimbangkan faktor terkait seperti teknis pelaksanaan, biaya dll, sehingga 

tidak ada lagi saldo rekening yang mengendap pada bank umum sehingga TSA dapat 

dilaksanakan secara utuh seperti yang diamanatkan oleh PP 39 tahun 2007. Pemerintah 

sebaiknya lebih berani untuk mengelola suplus saldo ke bentuk/ instrumen investasi yang 

memberikan hasil lebih baik dibanding penempatan pada bank sentral, dengan diiringi 

pertimbangan yang baik. Williams (2004) mengungkapkan alternatif investasi yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan langsung menginvestasikan ke sektor perbankan. 

Pemerintah memberikan kredit jangka pendek langsung kepada bank umum dengan bunga 

menarik namun tetap lebih tinggi daripada bunga yang didapat dari penempatan di bank 

sentral. Langkah ini bisa juga dengan melibatkan bank sentral sebagai agen dari kredit 

jangka pendek ini namun tetap dibawah kontrol Kementerian Keuangan. Alternatif ini 

memberikan dua keuntungan, pertama pemerintah mendapatkan imbalan berupa bunga 

atas pinjaman jangka pendek dari bank umum, yang kedua bank umum mendapatkan 

alternatif pinjaman dengan bunga menarik dari pemerintah. 

  Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sebagaimana tersebut pada poin 4.2. 

Untuk mengetahui implementasi manajemen kas pemerintah pusat secara menyeluruh, 

maka pada penelitian mendatang peneliti dapat melakukan penelitian terhadap semua 

pelaku manajemen kas pemerintah pusat khususnya di lingkungan Kementerian 
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Keuangan, seperti Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan dan 

Direktorat Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Penelitian selanjutnya dapat 

menyertakan teknik survey dengan menyebarkan kuisioner dalam teknik pengumpulan 

data untuk menghindari adanya informasi yang tidak didapat, serta melakukan wawancara 

kepada pejabat Esolon, baik itu pejabat Esolon IV, III atau bahkan II dan I, guna 

mendapatkan informasi mengenai langkah strategis yang akan diterapkan dimasa yang 

akan datang terkait manajemen kas ini. 
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Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 

 . Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Indonesia Nomor 

17/KMK.05/2009, Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi Pengelolaan Uang 
Negara 

 . Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2009 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single 
Account (TSA) 

 


